PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANI SASI DAN TATA KERJA, TATA CARA
PENGANGKATAN PENGGANTI AN DAN PEMBERHENTI AN ANGGEOTA
DEWAN JAM NAN SOSI AL NASI ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

bahwa dal am rangka nel aksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 12
ayat (2) Undang-Undang Nonor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam nan
Sosial Nasional, dipandang perlu nenetapkan Peraturan Presiden
tentang Susunan Organi sasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkat an,
Penggantian dan Penberhentian Anggota Dewan Jam nan Sosia
Nasi onal ;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonmor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jam nan
Sosial Nasional (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nonmor 150, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4456);

MVEMJTUSKAN

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG SUSUNAN ORGANI SASI DAN TATA KERJA, TATA
CARA PENGANGKATAN, PENGGANTI AN DAN PEMBERHENTI AN ANGGOTA DEWAN
JAM NAN SCOSI AL NASI ONAL.

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini, yang di maksud dengan:

1. Dewan Jam nan Sosial Nasional yang sel anjutnya di sebut DJSN
adal ah Dewan yang berfungsi untuk nenbantu Presiden dalam
perunusan Kkebijakan unum dan sinkronisasi penyel enggaraan
si stem jam nan sosi al nasional.

2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan nenerina
gaji, upah, atau inbalan dal am bentuk [ ain.
3. Penberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan

hukum atau badan-badan |ainnya yang nenpekerjakan tenaga
kerja atau penyel enggara negara yang nenpekerjakan pegawai

negeri dengan nenbayar gaji, upah, atau inbalan dal am bentuk
| ai nnya.
4. Organi sasi  Pekerja/Buruh adalah organisasi yang dibentuk

dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh bai k di perusahaan maupun
di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,



denmokratis, dan bertanggung jawab guna nenperjuangkan
menbel a serta nelindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh

serta nmeni ngkat kan kesej aht er aan pekerj a/ buruh dan
kel uar ganya
5. O gani sasi Penberi Kerj a/ Or gani sasi Pengusaha adal ah

organi sasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan
| ndustri untuk menangani masal ah ket enagakerj aan.

6. Tokoh adal ah orang yang nenpunyai pengaruh dan ber pengal aman
dal am bi dang yang terkait dengan bi dang jam nan sosi al .

7. Ahli adal ah orang yang nmem |i ki pengetahuan, pengal anan dan
keahl i an yang terkait dal am bi dang jam nan sosi al .

8. Menteri adalah Menteri yang terkait dengan penyel enggaraan
jam nan sosial nasional yaitu Menteri Koordinator Bidang
Per ekonom an, Ment eri Koor di nat or Bi dang Kesej aht er aan
Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Sosi al,

Menteri Negara Perencanaan Penbangunan/ Kepal a BAPPENAS, dan
Ment eri Negara Badan Usaha M| ik Negara.

BAB | |
KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

DISN ber kedudukan di bawah dan bertanggungj awab kepada Presi den.

Pasal 3
DISN  berfungsi mer unuskan kebijakan unmum dan  sinkroni sasi
penyel enggaraan Si stem Janm nan Sosi al Nasi onal

Pasal 4
DISN nmenpunyai tugas
a. nmel akukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan

penyel enggar aan j am nan sosi al ;

b. mengusul kan kebi j akan i nvestasi dana jam nan sosial nasional;
C. mengusul kan anggaran jam nan sosial bagi penerinma bantuan

i uran dan tersedi anya anggaran operasi onal kepada Peneri nt ah
Pasal 5

(1) Dal am nel aksanakan fungsi dan tugasnya sebagai mana di maksud
dal am Pasal 3 dan Pasal 4, DJSN dapat

a. mem nta masukan dari nmasyarakat dan bantuan tenaga ahl
sesuai dengan kebut uhan;
b. mel akukan konsul tasi dengan instansi Penerintah Pusat
dan/ at au Peneri ntah Daer ah.
(2) DISN nelaporkanhasil pel aksanaan tugasnya secara berkala
setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada
Pr esi den.

Pasal 6



DISN berwenang nel akukan nonitoring dan eval uasi penyel enggaraan
program jam nan sosial untuk nmenjam n tersel enggaranya program
j am nan sosial dan tingkat kesehatan keuangan Badan Penyel enggara
Jam nan Sosial sesuai dengan ketentuan yang berl aku pada masi ng-
masi ng Badan Penyel enggara Jam nan Sosi al .

BAB | I1
SUSUNAN ORGANI SAS

Pasal 7
Susunan organi sasi DISN terdiri dari

a. Anggot a;
b. Sekretari at ;

Pasal 8
(1) DJISN beranggotakan 15 (linma belas) orang yang terdiri atas
a. 5 (lima) orang dari unsur penerintah, berasal dari
departenen yang bertanggung jawab di bidang keuangan
ket enagakerj aan, kesehatan, sosial, dan kesejahteraan
rakyat dan/atau bi dang pertahanan dan kearmanan
b. 6 (enam) orang dari unsur tokoh dan/atau ahli yang

memaham dan nemliki keahlian di bidang asuransi,
keuangan, investasi dan aktuari a;

C. 2 (dua) or ang dari unsur or gani sasi penber i
kerj a/ or gani sasi pengusaha;
d. 2 (dua) orang dari unsur dari unsur  organi sasi

pekerj a/ bur uh.
(2) Susunan keanggotaan DISN terdiri dari
a. Ket ua;
b. Ket ua Kom si; dan
C. Anggot a.
(3) DISN dipinmpin oleh seorang Ketua nerangkap anggota yang
berasal dari unsur Penerintah.
(4) WMasa jabatan anggota DJSN adalah 5 (lina) tahun dan dapat
di angkat kenbali untuk satu kali nasa | abatan.

Pasal 9
(1) Ketua Kom si sebagai mana di naksud dalam Pasal 8 ayat (2)

huruf b, merangkap anggota nem npin kom si DJSN.
(2) Kom si DJSN sebagai nana di maksud pada ayat (1) terdiri dari

a. Kom si Pengkajian dan Peneliti an;
b. Kom si | nvestasi dan Keuangan;
C. Kom si Monitoring dan Eval uasi .

(3) Keanggotaan kom si sebagai mana di maksud pada ayat (1) berasa
dari anggota DJSN

(4) Selain kom si sebagai mana di naksud pada ayat (2) DJSN dapat
menbent uk kom si sesuai kebut uhan

Pasal 10



Kom si Pengkajian dan Penelitian nmenpunyai tugas:
a. mel akukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan :

1. Penyesuai an nasa transisi Badan Penyel enggara Jam nan
Sosial sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nonor 40
Tahun 2004 tentang Si stem Jam nan Sosi al Nasional ;

St andar operasional dan prosedur Badan Penyel enggara

Jam nan Sosi al ;

Besaran iuran dan nmanfaat program jam nan sosi al ;

Penahanan kepesertaan dan perluasan program sistem

j am nan sosi al nasional;

Penmenuhan hak peserta dan kewaji ban Badan Penyel enggara

Jam nan Sosi al .

b. menyusun dan nenyanpai kan rekonendasi hasil pengkajian dan
penel i ti an kepada si dang pl eno DJISN

o ke N

Pasal 11
Kom si | nvestasi dan Keuangan nmenpunyai tugas :
a. nmel akukan analisis perekonom an dan proyek investasi dana
j am nan sosi al nasional;
b. menyusun dan nenyanpai kan rekonendasi kebijakan investasi
dana j am nan sosi al nasional kepada sidang pl eno DIJSN.
Pasal 12
Kom si Monitoring dan Eval uasi nenpunyai tugas:
a. nmel akukan nonitoring pel aksanaan kebijakan urmum unum Sistem
Jam nan Sosi al Nasional ;
b. nmel akukan eval uasi terhadap tingkat kesehatan keuangan Badan
Penyel enggaraan Jam nan Sosi al ; dan
C. menyanpai kan rekonendasi atau hasil nonitoring dan eval uasi

kepada si dang pl eno DJSN
Pasal 13
(1) Dalam nel aksanakan tugasnya, DJSN di bantu ol eh Sekretariat

di pinmpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh
Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil dengan

tugas nenberi kan dukungan adm ni strasi dan pel ayanan
operasi onal untuk mendukung kel ancaran pel aksanaan tugas
DJSN.

(2) Sekretaris sebagai mana di maksud pada ayat (1) yang berasa
dari Pegawai Negeri Sipil disetarakan dengan eselon Il.a.

(3) pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Sekretaris
sebagai mana di maksud pada ayat (1) paling rendah nenduduki
pangkat Penbi na Tingkat | (gol ongan ruang |V/b).

(4) Sekretaris DISN berada di bawah dan bertanggungj awab kepada
Ket ua DJSN.

(5) Pengaturan lebih lanjut nengenai organisasi dan tata kerja
Sekretari at DISN sebagai nana di naksud pada ayat (4)



